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ABSTRACT

Digital transformation of land services requires the Wonosobo Regency
Land Office to carry out media transfer of analog documents into electronic form
as a prerequisite for issuing electronic certificates and ensuring smooth land rights
transfer. However, its implementation still faces various technical and
administrative obstacles that may hinder services. This study aims to examine the
implementation of media transfer, identify the constraining factors, and analyze the
solutions applied in the media transfer process for land rights transfer. This
research employs a qualitative descriptive method, with data collected through
interviews, observation, and document study, analyzed using the SM framework
(Man, Money, Material, Machine, Method). The results show that as of May 2026,
only 9% of certificates had been successfully converted, with obstacles including
varied staff competencies, limited budget, damaged or inconsistent documents,
server disruptions, and uneven workload distribution between sections. Solutions
implemented include staff training, periodic budget planning, gradual archive
digitization, reporting disruptions to Pusdatin, and strengthening inter-section
coordination, which improved on-time processing rates to 99.3% by 2026. This
study contributes policy recommendations for optimizing media transfer

implementation at Land Offices.

Keywords: Media Transfer, Rights Transfer, Electronic Certificate, Problems,
Wonosobo Land Office
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang menuntut
berbagai sektor layanan publik di Indonesia. Kementrian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi yang
bertanggung jawab dalam pendaftaran tanah telah merespon keharusan
digitalisasi ini dengan mengeluarkan kebijakan sertipikat tanah elektronik.
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat
Elektronik dan selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik menjadi pondasi
hukum yang kuat bagi transformasi ini. Saat ini, sistem pendaftaran tanah di
Indonesia sudah mengalami perbaikan dengan menerapkan teknologi informasi
dan komunikasi. Kemajuan besar dalam modernisasi sistem registrasi tanah
dapat dilihat dari adanya akses publik ke pendaftaran tanah secara online serta
pengenalan infrastruktur yang mendukung proses pendaftaran tanah secara
elektronik (Elora, 2024). Transformasi digital pendaftaran tanah ini merupakan
bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik
dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Perubahan
paradigma dari dokumen berbasis kertas menuju dokumen elektronik
mencerminkan evolusi sistem administrasi pertanahan yang disesuaikan dengan

perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi (Adinegoro, 2023).

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi pertanahan
di Indonesia telah mengambil langkah progresif dalam mengimplementasikan
digitalisasi layanan pertanahan. Transformasi digital sudah menjadi suatu
keharusan, bukan hanya opsi, agar layanan publik dapat berkelanjutan dan
dokumen pertanahan tetap aman. Hal ini semakin penting karena dokumen
pertanahan dalam sistem manual kerap mengalami kerusakan akibat bencana
alam, kebakaran, atau hewan pengerat. Alih media dalam konteks pertanahan

mencakup proses digitalisasi dokumen-dokumen pertanahan yang meliputi data



fisik berupa gambar ukur dan surat ukur, serta data yuridis berupa buku tanah,
risalah penelitian, berita acara, dan keputusan terkait dengan kepemilikan tanah.
Proses alih media di kantor pertanahan melalui beberapa langkah penting yaitu
kegiatan Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BT-el), Pengesahan Gambar Ukur
Elektronik (GU-el), Pengesahan Surat Ukur Elektronik (SU-el), dan
Pengesahan Buku Tanah Elektronik (BT-el). Semua tahap ini memerlukan
validasi data untuk mencocokkan informasi pada dokumen fisik dengan data
yang tersimpan dalam sistem komputerisasi kantor pertanahan sebelum
pengesahan dilakukan (Muzakki, 2025). Digitalisasi arsip pertanahan dilakukan
tidak sekadar untuk mengubah format arsip dari analog ke digital, tetapi juga
sebagai upaya untuk melindungi dan mengamankan arsip karena arsip
pertanahan merupakan arsip hidup yang menjadi dasar diterbitkannya suatu hak
atas tanah (Anindyati dkk., 2020). Dengan demikian, kegiatan alih media
menjadi langkah utama yang menentukan kualitas dan keabsahan dokumen
elektronik yang akan digunakan dalam proses administrasi pertanahan

selanjutnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) memperkenalkan =~ kemudahan  akses layanan  pertanahan
secara online untuk mempermudah pengurusan legalitas tanah sebagai bagian
dari proses digitalisasi layanan publik di Indonesia. Peralihan hak atas tanah
adalah sebuah proses hukum yang penting dalam sistem kepemilikan tanah di
Indonesia, di mana hak atau kepemilikan tanah berpindah dari satu pihak ke
pihak lainnya melalui berbagai cara seperti transaksi jual beli, hibah, waris,
lelang, pembagian hak bersama (PHB). Setiap jenis peralihan hak tersebut
dilakukan mengikuti prosedur hukum yang ada dan dicatat pada Kantor
Pertanahan setempat untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak
yang terlibat. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran
Tanah menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dicatat jika
dibuktikan dengan akta yang disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang berwenang, kecuali untuk peralihan hak yang terjadi melalui lelang

(Saranaung, 2017).



Program alih media dan digitalisasi pertanahan bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum, namun pelaksanaannya di
lapangan tidak lepas dari berbagai problematika dan tantangan. Penelitian yang
dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa
proses alih media menghadapi kendala terkait kesiapan data, dimana tidak
semua dokumen pertanahan memiliki kelengkapan yang cukup untuk
didigitalisasikan, serta membutuhkan ketekunan dan waktu yang lama karena
banyaknya halaman yang harus didigitalisasi dalam satu kumpulan arsip
(Muzakki, 2025). Di sisi lain, studi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota
Bandung mengindikasi adanya permasalahan pada aplikasi atau situs web yang
digunakan untuk menyimpan arsip digital seperti kesalahan sistem serta
perlunya koneksi yang stabil ketika mengakses situs web atau aplikasi tersebut

(Anindyati dkk., 2020).

Problematika alih media dalam peralihan hak atas tanah memiliki
dampak yang signifikan terhadap kelancaran proses administrasi pertanahan.
Ketika dokumen hasil alih media mengalami kesalahan atau ketidaksesuaian
data antara dokumen fisik dengan dokumen digital, hal ini dapat menghambat
proses verifikasi dan validasi dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran
peralihan hak. Program sertipikat elektronik yang dicanangkan pemerintah juga
dinilai belum mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga keamanan dan
keabsahan data pada sertipikat elektronik memerlukan perlindungan hukum
yang lebih menyeluruh (Elora, 2024). Masalah teknis seperti kualitas hasil
scanning yang kurang baik, metadata yang tidak lengkap, dan keterbatasan
sumber daya manusia yang memahami prosedur digitalisasi dengan baik dapat
mempengaruhi kualitas dokumen elektronik yang dihasilkan. Hal ini dapat
menimbulkan masalah pada proses peralihan hak, dimana dokumen yang tidak
valid atau tidak dapat diakses dengan baik akan memperlambat proses jual beli,

hibah, waris, lelang, maupun PHB.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa

Tengah memiliki karakteristik geografis yang beragam dengan jumlah



penduduk yang cukup besar, sehingga kebutuhan akan pelayanan pertanahan
yang efisien menjadi sangat penting. Dalam rangka mendukung program
transformasi digital, Kantor Pertanahan Wonosobo juga telah melaksanakan
program sertipikat elektronik sebagai transformasi dari sertifikat analog untuk
mengurangi pemalsuan dan tindakan kriminal yang berkaitan dengan dokumen
pertanahan. Dalam pelaksanaan pelayanan peralihan hak secara elektronik,
keberhasilan sistem pelayanan bergantung pada kelancaran proses alih media
dokumen pertanahan. Dokumen-dokumen yang sebelumnya tersimpan dalam
bentuk analog harus terlebih dahulu dilakukan digitalisasi agar dapat
terintegrasi ke dalam sistem layanan elektronik. Apabila proses alih media
mengalami kendala, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan hambatan
dalam proses pelayanan peralihan hak, seperti keterlambatan penyelesaian
permohonan, ketidaksesuaian data, maupun kendala administratif lainnya. Oleh
karena itu, kajian mengenai analisis pelaksanaan alih media dalam proses
peralihan hak atas tanah menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui
sejauh mana implementasi kebijakan digitalisasi tersebut berjalan di tingkat
operasional. Pelayanan peralihan hak atas tanah juga termasuk dalam tujuh
layanan prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) yang menjadi fokus peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat.

Jumlah permohonan peralihan hak atas tanah di Kabupaten Wonosobo
menjadikan wilayah ini relevan untuk dijadikan lokasi penelitian. Hal ini dapat
dilihat dari data permohonan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan jumlah
permohonan yang sedikit dan bervariasi setiap bulannya. Untuk mengetahui
dinamika pelayanan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Wonosobo sepanjang tahun 2025, berikut disajikan data jumlah permohonan
berdasarkan jenis peralihan hak (jual beli, waris, hibah, lelang, dan PHB) yang

dikelompokkan setiap bulan.



Tabel 1. Data Pemohon Peralihan Hak Tahun 2025

Bulan Jual Beli | Waris | Hibah | Lelang PHB Total
Januari 103 32 9 0 10 154
Februari 120 17 9 0 14 160
Maret 77 22 5 0 7 111
April 91 13 7 0 8 119
Mei 102 22 6 4 6 140
Juni 110 16 5 1 10 142
Juli 159 39 3 | | 203
Agustus 82 15 0 2 1 100
September 119 28 5 | 7 160
Oktober 90 30 8 3 6 137
November 109 7 3 0 2 121
Desember 97 9 4 3 5 118
Total 1259 250 64 15 77 1665

Sumber: Rekapitulasi Data Pemohon Peralihan Hak Kantor Pertanahan
Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah permohonan peralihan
hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun
2025 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Total permohonan mencapai
1.665 berkas, dengan jenis jual beli mendominasi sebanyak 1.259 permohonan
(80% dari total), ditkuti waris sebanyak 250 permohonan, dan lelang yang relatif
sedikit yaitu 15 permohonan. Puncak permohonan terjadi pada bulan Juli
dengan 203 permohonan, yang didorong oleh lonjakan tinggi pada jenis jual beli
(159) dan waris (39). Sebaliknya, bulan Agustus mencatat jumlah terendah yaitu
100 permohonan, dengan tidak adanya permohonan hibah sama sekali. Pola
naik turun ini terlihat jelas, misalnya penurunan tajam dari Juli ke Agustus,
diikuti kenaikan kembali pada September, kemudian fluktuasi moderat hingga
akhir tahun. Fluktuasi tersebut dapat mengindikasikan adanya potensi
permasalahan dalam proses penyelesaian permohonan, terutama mengingat
proses peralihan hak secara elektronik sangat bergantung pada kelancaran alih
media dokumen tanah dari bentuk analog ke digital. Keterlambatan atau
hambatan dalam alih media berpotensi menyebabkan tunggakan dan
mempengaruhi waktu penyelesaian permohonan, yang pada akhirnya

berdampak pada kepastian hukum bagi masyarakat.



Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo menjadi penting
untuk dilakukan mengingat berbagai faktor strategis yang mencakup komitmen
instansi dalam melaksanakan program digitalisasi, Penelitian mengenai analisis
pelaksanaan alih media dalam peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Wonosobo dapat memberikan gambaran nyata tentang implementasi
dan hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat operasional, baik dari segi
teknis, administratif, maupun sumber daya manusia. Kajian ini juga akan
memberikan kontribusi penting dalam memahami sejauh mana kesiapan
infrastruktur teknologi informasi, kompetensi aparatur, dan sistem prosedur
yang ada dalam mendukung pelaksanaan alih media yang efektif. Dengan
mengidentifikasi implementasi dan problematika yang ada, penelitian ini
diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan sistem alih
media agar dapat lebih optimal dalam mendukung proses peralihan hak atas
tanah yang cepat, akurat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat penulis terdorong untuk
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Alih Media Dalam

Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan

masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan alih media dalam peralihan hak
atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo?

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses alih media dalam
peralihan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten
Wonosobo?

3. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam menghadapi kendala alih

media dalam peralihan hak atas tanah?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas,

maka penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui implementasi alih media dalam peralihan hak
atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.

b. Mendeskripsikan problematika alih media dalam peralihan hak
atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.

c. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi penyelesaian yang
diterapkan untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam
proses alih media layanan peralihan hak atas tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Wonosobo.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan
keilmuan tentang problematika alih media pada layanan peralihan
hak atas tanah secara elektronik.

b. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan
kualitas layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan
memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam kepemilikan
dan peralihan hak atas tanah bagi masyarakat Kabupaten
Wonosobo.

c. Manfaat Praktis

Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten
Wonosobo, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran
tentang kendala pada alih media dalam peralihan hak dan solusi

yang diterapkan. Sehingga dapat digunakan sebagai rujukan



dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk evaluasi dan

peningkatan layanan publik.

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
dijelaskan sebelumnya, untuk menghindari penafsiran yang beragam serta
memperoleh hasil penelitian yang optimal, peneliti perlu memberikan batasan
ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian ini dibatasi dengan pembahasan
mengenai alih media dalam permohonan peralihan hak atas tanah yang meliputi
jual beli, waris, hibah, lelang, dan PHB.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Implementasi Pelaksanaan Alih Media dalam Peralihan Hak Atas Tanah
di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
berlandaskan pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023
dan Petunjuk Teknis Nomor 3/JuknisHR.02/111/2024. Proses alih media
Surat Ukur dan Buku Tanah dilaksanakan melalui tahapan pengecekan,
validasi tekstual, validasi spasial, dan pengesahan menggunakan
aplikasi KKP dan SITATA. Data per Mei 2026, terdapat 43.862 (9%)
Sertipikat Elektronik dari 493.216 target yang berhasil dialih mediakan,
hal ini menunjukkan bahwa capaian digitalisasi masih jauh dari
keseluruhan target. Dari sisi kinerja layanan, ketepatan waktu
penyelesesaian periode Bulan Juni hingga Desember 2024 sebesar
61,1%, kemudian mengalami penurunan pada periode Januari hingga
Desember 2025 sebesar 58%. Pada periode Jenuari hingga April 2026
terjadi peningkatan ketepatan waktu menjadi 99,3%. Hal ini
mencerminkan bahwa sistem elektronik mampu meningkatkan efisien
setelah melewati masa adaptasi.
Faktor yang Menjadi Kendala Proses Alih Media dalam Peralihan Hak
Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan analisis teori 5M, kendala yang ditemukan pada aspek
Man yaitu variasi kompetensi antar petugas dan kekurangan 13 pegawai
berdasarkan ABK. Pada aspek Money, kendala yang ditemukan yaitu
anggaran yang bersifat reaktif dan belum memadai untuk transformasi
digital jangka Panjang. Pada aspek Material, kendala yang ditemukan
yaitu dokumen fisik yang rusak atau tidak ditemukan serta inkonsistensi
data akibat input data pihak ketiga pada tahun 2021. Pada aspek

Machine, kendala yang ditemukan yaitu gangguan server KKP dan

90



SITATA yang terjadi hampir setiap minggu, serta spesifikasi komputer
yang belum memadai. Pada aspek Method, meskipun SOP telah
diterapkan, pencapaian standar waktu penyelesaian lima hari kerja
sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis belum dapat dipenuhi

secara konsisten karena adanya ketimpangan beban kerja antar seksi.

Solusi yang Diterapkan Untuk Menghadapi Kendala Alih Media Dalam
Peralihan Hak Atas Tanah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada aspek Man,
yaitu pelatthan SDM secara berkala guna mengurangi kesenjangan
kompetensi antar petugas, serta pembagian tugas sesuai kompetensi
agar penugasan lebih sesuai dengan kemampuan masing-masing
pegawai. Pada aspek Money, upaya yang dilakukan yaitu perencanaan
anggaran yang bersifat berkala dan evaluatif guna menghindari
kerusakan alat yang akan berdampak terhadap kelancaran pelayanan.
Pada aspek Material, upaya yang dilakukan meliputi verifikasi dan
penginputan ulang data yang tidak sinkron, serta digitalisasi arsip secara
bertahap guna mengatasi dokumen fisik yang rusak atau tidak
ditemukan. Pada aspek Machine, upaya yang dilakukan berupa
pelaporan gangguan teknis ke Pusdatin ATR/BPN setiap kali terjadi
gangguan pada server KKP maupun SITATA. Pada aspek Method, upaya
yang dilakukan berupa penguatan koordinasi antara Seksi SP dan Seksi
PHP guna mengoptimalkan distribusi beban kerja dan mendukung
konsistensi pemenuhan target waktu penyelesaian alih media. Solusi ini
terbukti efektif, ditandai dengan capaian ketepatan waktu penyelesaian
berkas yang konsisten meningkat sejak Agustus 2025 dan berhasil
mencapai 100% pada bulan Agustus 2025, serta pada periode Februari-
April tahun 2026.
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B. Saran

1.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Pada aspek man, Kantor Pertanahan perlu segera mengajukan
pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai hasil ABK, menerapkan
pembagian tugas berbasis kompetensi secara konsisten, serta
menetapkan rapat koordinasi rutin antara Seksi SP dan Seksi PHP guna
mencegah penumpukan berkas. Pada aspek material, diperlukan
penyelesaian data pertanahan secara sistematis untuk menyelesaikan
masalah inkonsistensi data warisan input tahun 2021 yang masih
menjadi hambatan utama proses validasi. Pada aspek method,
diperlukan penetapan target waktu penyelesaian alih media yang dapat
dikomunikasikan kepada pemohon dan PPAT.
Bagi Kementrian ATR/BPN

Pada aspek machine, Kementrian ATR/BPN perlu meningkatkan
kapasitas server KKP dan SITATA agar mampu menampung beban
pengguna pada jam operasional puncak tanpa gangguan sehinga bisa
mensupport seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia. Pada aspek money
perlu monitoring dan evaluasi kinerja secara rutim dan berjenjang untuk

mengakselerasi alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.
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